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Perekrutan Laskar Pelangi Dinilai Bebani Anggaran

MAKASSAR, UPEKS—Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Makassar mendesak
Pemerintah Kota (Pemkot)
Makassar untuk tidak melaku-

kan rekrutmen pegawai seca-
ra diam-diam, khususnya ba-
gi tenaga Laskar Pelangi.
DPRD pun berencana memang
gil pihak Pemkot untuk mem-

inta klarifikasi terkait kebijakan
tersebut.

Ketua DPRD Makassar, Suprat-
man, mengungkapkan bahwa
pihaknya menerima laporan
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terkait rekrutmen tenaga ho-
norer di beberapa instansi.
Menurutnya, kebijakan ini
berisiko membebani anggaran
daerah yang sudah terbatas.

”Kami menerima laporan
terkait hal ini. Oleh karena itu,
kami meminta Pemkot Makas
sar untuk menghentikan lang-
kah tersebut, karena akan me
nambah beban anggaran dae
rah,” tegas Supratman.

Legislator tiga periode ini
menambahkan bahwa saat
ini sejumlah pegawai Laskar
Pelangi telah diangkat men-
jadi Pegawai Pemerintah de
ngan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dengan demikian, anggaran
yang tersedia seharusnya lebih
difokuskan untuk meningkat-
kan kesejahteraan pegawai
yang sudah ada.

"Kami mendesak Pemkot Ma
kassar untuk lebih transparan
dalam proses rekrutmen pega
wai dan memastikan prioritas
anggaran diberikan untuk ke
sejahteraan pegawai yang su-
dah ada,” tambah Legislator
Fraksi NasDem tersebut.

Lebih lanjut, Supratman mene
gaskan bahwa kebijakan ini ha-
rus mempertimbangkan stabi-
litas anggaran daerah. DPRD

Makassar akan terus menga
wasi langkah Pemkot guname
mastikan kebijakan yang diam
bil tetap berpihak kepada ke-
pentingan masyarakat.
"Dalam waktu dekat, kami
akan menggelar rapat khusus
di DPRD untuk mencegah peng
gunaan anggaran yang tidak
tepat oleh Pemkot Makassar,’
ujar Supratman.
Sementara itu, Wakil Ketua
Komisi A DPRD Makassar,
Ruslan Mahmud, juga menyoro-
ti kebijakan rekrutmen pegawai
yang dinilai harus direncana-
kan secara matang dan dibahas
bersama DPRD agar sesuai de
ngan kebutuhan serta kemam-
puan keuangan daerah.
"Kami akan terus memantau
dan mengawasi langkah Pem-
kot untuk memastikan kebija
kan ini tidak merugikan masya
rakat,” imbuhnya.
lajuga menekankan penting-
nya evaluasi terhadap sistem
rekrutmen di Pemkot Makassar.
"Jika ada pegawai yang dibutuh
kan, lakukan seleksi secara ter-
buka, adil, dan berdasarkanke
butuhan yang nyata. Jangan sam
pai kebijakan ini menjadi beban *
jangka panjang bagi daerah,’ ;
tuturnya. (jir)
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